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Abstrak

Pada masa pandemi covid-19 ini banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi,
salah satunya adalah permasalahan kredit. Dengan adanya permasalahan ini,
pemerintah mengambil langkah untuk membantu masyarakatnya yakni pemerintah
menerbitkan kebijakan relaksasi kredit. Relaksasi kredit ini adalah pelonggaran
syarat-syarat kredit, baik syarat finansial maupun non finansial untuk memberikan
kemudahan pada nasabah bank. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menakar
kesiapan LPD Jimbaran di dalam merespon kebijakan relaksasi kredit. Dalam
penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif, dengan menggunakan
teknik pengumpulan data melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa LPD
Jimbaran sudah mampu dalam penerapan kebijakan relaksasi kredit ini, LPD
Jimbaran memberlakukan pemotongan bunga kredit sebesar 0,1%, memberikan
pelonggaran dalam pembayaran kredit yang dimana saat berlangsungnya pandemi
covid-19 ini nasabah yang memiliki kredit diperbolehkan hanya membayarkan bunga
kreditnya saja.

Kata kunci: Permasalahan kredit, kebijakan relaksasi kredit

Abstract

During the Covid-19 pandemic, there were many problems that occurred, one of
which was credit problems. With this problem, the government takes steps to help the
community, namely the government issued a credit relaxation policy. This credit
relaxation is a loan of credit requirements, both financial and non-financial
requirements to provide convenience to bank customers. The purpose of this study is
to measure the readiness of the Jimbaran LPD in responding to credit relaxation
policies. In this study using qualitative and quantitative types of data, using data
collection techniques through the process of interviews, observations, and
documentation. The results of this study are based on data analysis, it can be
concluded that Jimbaran LPD has been able to apply this credit relaxation policy,
LPD Jimbaran imposed a credit interest cut of 0.1%, providing an easing in credit
payments which during the Pandemic Covid-19 Credit is allowed to only pay the
interest interest only.

Keywords : Credit issues, credit relaxation policies

PENDAHULUAN

Merebaknya wabah virus corona di
Indonesia memiliki dampak yang sangat
serius, tepatnya pada tanggal 2 Maret
2020, diumumkan secara seksama bahwa
Indonesia memiliki kasus positif corona
pertama. Inilah awal dari permasalahan di
berbagai sektor di Indonesia. Berbagai
himbauan dari pemerintah disampaikan

secara terus menerus untuk menekan
perkembangan dari virus covid 19 ini,
namun faktanya membuktikan bahwa
himbauan pemerintah semacam ini juga
berdampak negatif bagi perusahaan dan
UMKM. Terutama himbauan physical
distancing, dengan adanya himbauan ini
masyarakat menjadi takut untuk keluar
rumah dan lebih baik menetap dirumah.
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Tidak hanya itu, dari pemerintahan juga
menyampaikan terkait himbauan bagi
perusahaan agar menerapkan sistem work
from home atau WFH. Padahal pada
kenyataannya tidak semua perusahaan
mampu melaksanakan sistem kerja work
from home, sehingga hal ini menciptakan
berbagai masalahan - masalahan baru
dalam perusahaan.

Akibat himbauan tersebut, banyak
perusahaan yang mengalami kesulitan
yang berujung pada kebangkrutan, yang di
sebabkan karena adanya keterbatasan
dari aktivitas-aktivitas masyarakat di luar
lingkungan rumah, dimana hal tersebut
menyebabkan banyak dari perusahaan
yang mengalami penurunan pendapatan
akibat berkurangnya permintaan. Dengan
turunnya pendapatan maupun permintaan,
perusahaan tidak punya pilihan selain
memberhentikan karyawan karena tidak
mampu membayar gaji karyawan. Insiden
tersebut menimbulkan tekanan yang lebih
besar ditengah masyarakat. Banyaknya
perusahaan yang pendapatannya merosot
tajam dan banyaknya pengangguran
menyebabkan permasalahan besar yang
harus dihadapi oleh industri perbankan.
Karena para pelaku usaha maupun
masyarakat yang mengalami penurunan
pendapatan ini menyebabkan mereka
belum bisa membayar tagihan kredit yang
dimilikinya.

Khususnya di provinsi Bali, sebagai
suatu provinsi yang menggunakan konsep
desa adat dalam membantu untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat
dengan menyalurkan bantuan kredit
kepada masyarakat desa dan kegiatan
usaha di desa, salah satu langkah
prioritasnya adalah dengan meningkatkan
kegiatan perkreditan di wilayah desa adat.
LPD adalah lembaga keuangan yang
dibentuk oleh desa adat. LPD ibarat bank
pemerintah dan bank swasta di Indonesia
termasuk bank lembaga keuangan yang
memegang peranan sangat penting dalam
pembangunan ekonomi desa Bali. Salah
satu LPD Bali adalah LPD Jimbaran.

LPD Jimbaran memiliki sekitar 34.364
nasabah aktif, nasabah ini tidak hanya
berasal dari lingkungan Jimbaran saja.
Dari sekian nasabah, LPD Jimbaran
memiliki 2.482 nasabah yang melakukan

peminjaman kredit. Selama terjadinya
pandemi Covid-19, banyak masyarakat
yang menganggur atau pendapatannya
menurun.Ini berdampak pada pembayaran
kredit pada LPD Jimbaran, yang dimana
sebelum masa pandemi ini menyerang
LPD Jimbaran mempunyai 1.851 nasabah
yang lancar membayar kredit, namun
setelah pandemi covid-19 ini melanda,
pembayaran kredit nasabah mengalami
penurunan menjadi 1.461 nasabah. Jika
permasalahan kredit ini dibiarkan, hal ini
akan menjadi permasalahan besar bagi
perbankan. Presentasi dari kredit macet
akan meningkat dan hal tersebut dapat
memengaruhi likuiditas dari suatu bank.
Otoritas jasa keuangan atau yang sering
disingkat menjadi OJK mencatat hingga
April 2020 kredit macet telah mencapai
2,89%,mengalami suatu peningkatan yang
cukup signifikan dibandingkan dengan
Desember 2019 yakni sebesar 2,53%.

Berdasarkan bertambahnya kasus
dari kredit macet, pemerintah akhirnya
mengambil keputusan untuk mengatasi
kredit macet ini, yaitu kebijakan relaksasi
kredit. Kebijakan ini secara resmi diatur
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) Nomor 11 / pojk.03 / 2020, tentang
stimulus perekonomian nasional sebagai
kebijakan countercyclical dari dampak
penyebaran coronavirus disease 2019
(POJK stimulus dampak covid-19).

Relaksasi kredit merupakan suatu
pelonggaran syarat-syarat kredit, baik
syarat finansial maupun non-finansial
untuk memberikan kemudahan kepada
nasabah bank. Kebijakan dari adanya
relaksasi kredit ini tidak diperuntukan
untuk menghapuskan kredit tersebut,
melainkan  pemerintah mengupayakan
keringanan pembayaran cicilan terhadap
debitur yang mengalami kesulitan untuk
memenuhi kewajibannya untuk membayar
kredit kepada bank, karena debitur atau
wirausaha yang dijalankan oleh debitur
terdampak dari adanya pandemi covid-19
ini.

Penelitian ini dilakukan untuk menakar
kesiapan dari Lemabaga Perkreditan Desa
Jimbaran dalam merespon kebijakan
pemerintah  tentang relaksasi kredit
tersebut, dikarenakan kebijakan relaksasi
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kredit ini masih tergolong kebijakan yang
masih baru.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif, dengan teknik pengumpulan
yang digunakan ialah teknik wawancara,
observasi, serta dokumentasi. Teknik
analisis data yang digunakan oleh peneliti
dalam penelitian ini adalah teknik analisis
interaktif, yang melalui beberapa tahapan
diantaranya pengumpulan data, reduksi
data, penyajian data, dan yang terakhir
ialah penarikan kesimpulan dan proses
verifikasi. Terkait teknik keabsahan data
pada penelitian ini menggunakan teknik tri
angulasi sumber dan triangulasi teknik.
Dengan informan sebanyak 4 orang yatu
ketua LPD, karyawan LPD dan debitur.
Dan informan pada penelitian ini dipilih
menggunakan Teknik purposive sampling.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan kebijakan relaksasi kredit
pada LPD Jimbaran

Secara teoritis seperti yang telah
dipaparkan pada bagian tinjauan pustaka
pengertian kebijakan relaksasi kredit ini
menurut Masayah dan Grrimble (2015)
kebijakan relaksasi adalah pelonggaran
syarat-syarat kredit, baik syarat financial
maupun non-financial untuk memberikan
kemudahan pada nasabah perbankan.

Berdasarkan temuan penelitian yang
telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya,
maka dapat dipahami secara umum
bahwa penerapan kebijakan dari relaksasi
kredit di LPD Jimbaran cukup membantu
beban dari masyarakat dan tentunya
membantu beban lembaga perkreditan
desa Jimbaran itu sendiri. Hal ini sesuai
dengan yang dinyatakan oleh informan
selaku pegawai bagian kredit di bidang
bina kredit, dimana beliau menyatakan
bahwa kebijakan ini cukup membantu
masyarakat, namun jika perekonomian
menurun terus kebijakan ini tidak akan
diberlakukan, yang dikarenakan oleh
perekonomian yang terus menurun. Tidak
hanya itu, informan ke2 dari karyawan
LPD dari bagian Sekretaris LPD Jimbaran
juga menyampaikan bahwa lembaga
perkreditan desa Jimabaran memberikan
kelonggaran pembayaran kredit dan

memberikan potongan sebesar 0.1% pada
bunga kredit untuk membantu masyarakat
terkhususnya nasabah yang memilki kredit
di LPD Jimbaran.

Pernyataan dari kedua informan
tersebut telah diverifikasi oleh nasabah
peminjam kredit di LPD Jimbaran yang
telah di wawancarai oleh peneliti, dimana
informan debitur tersebut menyampaikan
bahwa dengan adanya kebijakan relaksasi
kredit ini sangat membantu beliau di masa
resesi ekonomi seperti ini. Dengan adanya
kebijakan relaksasi kredit yang diterapkan
oleh LPD Jimbaran ini dapat meminimalisir
terjadinya kredit bermasalah.

Menurut Chosyali dan Sartono (2019)
kredit bermasalah merupakan suatu
hambatan bagi perusahaan perbankan
dalam menjalankan ativitas bisnisnya,
hambatan tersebut akan timbul dari
beberapa faktor yang mengakibatkan
aktivitas bisnis perbankan mengalami
gangguan kedepannya. Hal ini juga
selaras dengan apa yang disampaikan
oleh Sakti & Anisy kurlillah et al, (2019)
yakni “Non Performing Loans are still a
major problem for instutions that provide
credit facilities” yang dapat diartikan yakni
kredit macer masih menjadi masalah
utama bagi lembaga yang menyediakan
fasilitas kredit. Keberhasilan dari suatu
bank dapat diukur dari kelancaran
pengembalian kredit yang dicerminkan
oleh rendahnya tingkat Non Performing
Loan (NPL).

Kebijakan yang diterapkan oleh LPD
Jimbaran seperti memberikan kelonggaran
terkait pembayaran  kredit maupun
pemotongan bunga kredit dibentuk untuk
menghindari terjadinya kredit macet.
Seperti yang diungkapkan oleh Hariyani et
al, (2020) yang menyatakan bahwa kredit
macet adalah fenomena yang biasa pada
industry perbankan, namun jika jumlah
dari kredit macet sudah melampaui batas
kemampuan bank maka ia dapat berubah
menjadi bencana, sebab tidak hanya
profitabilitas bank yang akan terkena
imbasnya, likuiditas bank tersebut pun
akan terancam dikarenakan presentase
kredit macet yang tinggi. Oleh karena itu,
bank dapat melakukan penyelamatan
kredit supaya tidak menjadi kredit macet
dengan cara seperti berikut ini yaitu
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pertama Penjadwalan Kembali, kedua
ialah Persyaratan Kembali dan ketiga ialah
Penataan kembali.

Apabila  dilihat dari segi cara
penyelamatan kredit supaya tidak menjadi
kredit macet, LPD perlu melakukan
menerapkan penjadwalan kembali atau
rescheduling. Penjadwalan kembali yang
diterapkan di LPD adalah memberikan
suatu kelonggaran pembayaran kredit
selama masa pandemi ini, dan nanti
setelah pandemi ini selesai kredit yang
dimiliki nasabah akan di alokasikan dan
jangka waktu pelunasannya akan di
jadwalkan kembali. Reschduling atau
penjadwalan kembali adalah perubahan
syarat kredit yang hanya menyangkut
jadwal pembayaran dan jangka waktu
termasuk masa tenggang dan perubahaan
besarnya angsuran kredit (Ratna &
Donna, 2019). Pernyataan dari Ratna &
Donna ini sejalan dengan pernyataan
yang dikemukakan oleh llham dan Afriyeni
(2019) vyaitu perubahan syarat kredit
hanya menyangkut jadwal pembayaran
dan jangka waktu termasuk masa
tenggang (grace period) dan perubahan
besarnya angsuran kredit.

Tidak hanya rescheduling atau
penjadwalan kembali yang diterapkan oleh
LPD, LPD pun menerapkan reconditioning
yang dimana artinya adalah memberikan
persyaratan ulang ke nasabah yang
memiliki kredit. Menurut Ratna dan Dona
(2019) reconditioning adalah perubahan
sebagian atau keseluruhan syarat-syarat
kredit yang tidak terbatas pada perubahan
Kebijakan relaksasi kredit konsumtif

Sesuai dengan temuan penelitian yang
telah dipaparkan sebelumnya, peneliti
menemukan pernyataan yang unik yakni
Lembaga Perkreditan Desa pada masa
pandemi ini tidak mengeluarkan kredit
kecuali kredit untuk kebutuhan sekolah
dan kepentingan keagamaan, dikarenakan
menurut informan kedua kepentingan itu
sangat penting dan tetap harus diberikan.
Pernyataan tersebut dinyatakan oleh
informan 2 selaku Sekretaris di LPD
Jimbaran.

Dalam penyataan tersebut kredit untuk
kepentingan sekolah dan keagamaan ini
termasuk golongan dari kredit konsumtif.
Definisi kredit konsumtif menurut Kasmir

jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat
suku bunga dari kredit, penundaan
pembayaran sebagian atau seluruh bunga
dan persyaratan lainnya. Sesuai dengan
temuan penelitan bahwa LPD juga
melakukan reconditioning pada kebijakan
relaksasi yang di berlakukan, karena LPD
Jimbaran memberikan potongan bunga
kredit untuk memotivasi nasabah kredit
dalam membayar bunga kredithnya pada
masa pandemi ini.

Menurut pandangan dari peneliti,
keberanian Lembaga Perkreditan Desa
memberlakukan kebijakan relaksasi kredit
ini  sudah sangat bagus. Karena
pendapatan terbesar LPD adalah dari
bunga kredit, sedangkan di kebijakan ini
LPD memberikan potongan bunga kredit
yang dimana itu artinya akan memberikan
penurunan pendapatan kepada LPD itu
sendiri. Namun dibalik itu jika LPD tidak
memberlakukan kebijakan relaksasi kredit
ini presentase kredit macet LPD akan
meningkat dan itu akan lebih berbahaya
dan akan berdampak terhadap likuiditas
LPD itu sendiri, jadi keputusan LPD
memberlakukan kebijakan ini menurut
peneliti sudah tepat. Di satu sisi kebijakan
relaksasi kredit ini berfungsi untuk
membantu masyarakat yang memiliki
tanggungan kredit di Lembaga Perkreditan
Desa untuk mendapatkan pelonggaran
pembayaran kredit dan potongan bunga
kredit, dan di satu sisi LPD dapat terhindar
dari adanya kredit macet atau kredit
bermasalah.

et al (2019) adalah kredit yang digunakan
untuk dikonsumsi pribadi, kredit ini tidak
ada pertambahan barang dan jasa yang
dihasilkan karena memang digunakan
atau dipakai untuk keperluan pribadi.
Pernyataan tersebut juga sejalan dengan
pernyataan yang dikemukakan oleh Yoga
et al, (2019) yang menyatakan bahwa
kredit konsumsi merupakan suatu kredit
yang diberikan dengan maksud untuk
memperlancar kegiatan yang bersifat
konsumtif. Jangka waktu kredit konsumtif
ini biasanya bersifat jangka pendek,
menengah, maupun jangka panjang.
Adapun manfaat dari kredit konsumtif ini
menurut Rahman dan Aina (2019) yaitu,
pertama kredit konsumtif memungkinkan
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seorang membeli barang maupun jasa
yang diinginkan tanpa harus menunggu
tabungannya telah mencukupi, sehingga
dengan demikian dapat mempercepat
peningkatan kesejahteraan masyarakat,
kedua, kredit konsumtif juga dapat
menggerakkan roda perekonomian
masyarakat. Hal ini dikarekan oleh ketika
seseorang membeli barang dengan
bantuan kredit bank, maka dapat diartikan
akan ada permintaan atas barang maupun
jasa dagangan tersebut, ketiga kredit
konsumtif memberikan suatu bisnis dan
keuntungan yang memadai bagi lembaga
perbankan yang menyediakannya.

Berdasarkan pernyataan dari temuan
tersebut, dapat dinilai kredit konsumtif
lebih penting di masa pandemi ini karena
kredit konsumtif ini adalah kredit yang saat
ini dibutuhkan dan sangat diperlukan oleh
masyarakat untuk bertahan  hidup.
Pernyataan tersebut juga dinyatakan oleh
salah satu para ahli yaitu Muhammad Aris
dan Mohd Nur Syechalad (2018), yang
menyatakan bahwa kredit konsumtif lebih
dibutuhkan dari pada kredit modal kerja
maupun kredit investasi, karena kredit
konsumsi atau konsumtif ini memberikan
kemudahan bagi masyarakat untuk dapat
memiliki barang yang diinginkan, terutama
bagi masyarakt yang memiliki penghasilan
menengah kebawah.

Menurut pandangan peneliti, langkah
LPD vyang hanya memberikan kredit
konsumtif pada masa pandemi ini sudah
tepat, karena pada masa pandemi ini
kebutuhan sehari-hari lah yang sangat
penting untuk bertahan hidup, seperti
kebutuhan sandang, pangan, papan, dan
tentunya kebutuhan sepiritual. Jadi kredit
konsumtif ini akan sangat bermanfaat
untuk masyarakat sebagai modal mereka
untuk bertahan hidup.

SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan
mengenai beberapa aspek tertentu dalam
kesiapan LPD Jimbaran di dalam
merespon kebijakan relaksasi kredit, maka
dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa
LPD Jimbaran sudah siap dalam
menerapkan kebijakan relaksasi kredit ini,

dapat dilihat dari kebijakan apa saja yang
diberikan dan cara LPD Jimbaran dalam
mengelola keuangan.
Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang
diperoleh terkait kesiapan LPD Jimbaran
di dalam merespon kebijakan relaksasi
kredit ini, diharapkan tetap bisa
dipertahankan dan terus dikembangkan
agar menjadi lebih baik lagi kedepannya.
Namun, diharapkan kedepannya oleh
peneliti kepada LPD Jimbaran agar
melakukan sosialisasi kepada nasabahnya
terkait adanya kebijakan relaksasi kredit
ini dengan jelas dan lugas, dikarenakan
masih banyaknya nasabah yang masih
belum memahami dengan pasti dari
adanya kebijakan relaksasi kredit ini
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